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ABSTRAK 

Standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur dalam melaksanakan pelayanan 

kefarmasian. Akibat dari pelaksanaan pelayanan kefarmasian yang tidak sesuai standar 

adalah medication error dan pemakaian obat yang tidak tepat guna, terdapat obat kadaluarsa 

serta tumpang tindih anggaran. Tujuan riset ini adalah mengetahui tingkat implementasi 

standar pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP dan pelayanan farmasi klinik berdasarkan 

PMK No. 74 Tahun 2016 di Puskesmas Kota Semarang. Jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian observasional dengan rancangan cross sectional. Jumlah sampel penelitian 

ini sebanyak 27 apoteker penanggung jawab di puskesmas yang berada di wilayah Kota 

Semarang sebagai responden. Responden melakukan pengisian kuesioner yang berisi 

pertanyaan mengenai pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian. Jawaban responden dari 

kuesioner diukur dengan skala Likert. Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa standar pelayanan kefarmasian telah terimplementasikan 

dengan baik, untuk pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP mendapatkan presentase 98,83% 

dan pelayanan farmasi klinik mendapatkan persentase 76,16 meskipun untuk MESO dan 

PTO masuk kategori cukup dan visite kategori kurang. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu 

standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas Kota Semarang telah terlaksana sesuai PMK 

No 74 Tahun 2016 dengan persentase implementasi sebesar 86,49% yang mana termasuk 

dalam kategori baik.  

Kata kunci : Implementasi; Standar; Pelayanan; Farmasis; Puskesmas 

 

ABSTRACT 

Pharmaceutical service standards are guidelines for pharmaceutical personnel in providing 

pharmaceutical services. Implementation of pharmaceutical services that are not in 

accordance with standards can occur medication errors and can result inappropriate use of 

drugs, expired drugs, and budget overlaps. The purpose of this research was to determine 

implementation level of standard based on Regulation of Health Minister of the Republic 

Indonesia No.74 2016 among Public Health Centers in Semarang. This type of research is 
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observational with cross sectional design. Samples in this research were 27 responsible 

pharmacists at Public Health Centers in Semarang as respondents. Respondents filled out to 

the questionnaire containing questions regarding the implementation of pharmaceutical 

service standards. Responden’s answers from the questionnaire were measured with a Likert 

scale. Data were analyzed by descriptive quanittative. The results showed that 

pharmaceutical service standards had been implemented well, pharmaceutical preparations 

management and disposable medical supplies with 98.83% percentage and clinical 

pharmacy services with 76.16% percentage even though drug side effects monitoring and 

drug therapy monitoring were in the sufficient category and visite were in the less category. 

The conclusion that can be drawn is the standard of pharmaceutical services at Semarang 

City Public Health Center has been implemented according to Regulation of Minister of 

Health of the Republic of Indonesia No.74 of 2016 with an implementation percentage of 

86.49% which is included in good category.  

Keywords :  Implementation; Standard; Services;Pharmacist; Public Health Care 

PENDAHULUAN 

Standar pelayanan kefarmasian merupakan pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam 

menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Puskesmas merupakan satu diantara beberapa 

tempat penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian 

puskesmas diatur dalam PMK No. 74 Tahun 2016. Terdapat dua aspek standar pelayanan 

kefarmasian di puskesmas yaitu pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP serta pelayanan 

farmasi klinik (Kemenkes RI, 2016). 

Akibat dari pelaksanaan pelayanan kefarmasian yang tidak sesuai standar adalah terjadi 

medication error (Dewi et al., 2021) . Selain itu juga dapat mengakibatkan pemakaian obat 

yang tidak tepat guna, banyak terdapat obat kadaluarsa serta tumpang tindih anggaran 

(Wahyuni et al., 2021). Implementasi standar pelayanan kefarmasian dapat meningkatkan 

mutu pelayanan kefarmasian, meningkatkan kepuasan pasien, serta meningkatkan kepatuhan 

pasien dalam menjalani pengobatan (Murni et al., 2022). 

Pada aspek pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP, penelitian dilakukan di Puskesmas 

Karang Malang, Kota Semarang menunjukkan bahwa puskesmas mengalami kehabisan obat. 

Hal ini disebabkan karena terjadi kekosongan persediaan obat di Pedagang Besar Farmasi 

(PBF), kehilangan obat di IGD sering terjadi karena tidak ada tenaga kefarmasian yang 

berjaga pada saat malam (Hamdani and Indrawati, 2022). Penelitian yang lain juga pernah 

dilakukan di Puskesmas Kota Tomohon dan Manado, pengelolaan terlaksana dengan 

persentase >80% dan masuk ke dalam kategori baik. Namun, kegiatan pemusnahan-

penarikan sediaan farmasi dan BMHP tidak terlaksana karena pihak Dinas Kesehatan Kota 

Tomohon belum pernah memberi perintah kepada puskesmas untuk melakukan kegiatan 

pemusnahan dan penarikan. Sedangkan kegiatan administrasi (pencatatan dan pelaporan) di 

puskesmas Manado tidak dapat terlaksana karena keterbatasan tenaga kefarmasian sementara 

Apoteker tidak mampu menjangkau semua kegiatan (Pangemanan et al., 2021; Astuti et al, 

2018). 

Di Indonesia pelayanan farmasi klinik dilaksanakan 30 puskesmas (23,3%) dan 4 

Puskesmas (13,3%) yang memiliki apoteker. Hasil penelitian diketahui bahwa 

pelayananfarmasiklinik telah memenuhi standar, namun kegiatan yang belum dilaksanakan 

dengan baik yaitu visite, konseling, MESO, PTO dan EPO (Susyanty et al., 2020). 

Penelitian sebelumnya dilakukan di Kota Semarang pada 2018. Diketahui Kota 

Semarang memiliki 37 puskesmas diantaranya 16 puskesmas memiliki apoteker (Pratiwi et 

al., 2021). Peran apoteker pada pelayanan kefarmasian bidang pelayanan farmasi klinik 

sangatlah diperlukan. Karena tenaga teknis kefarmasian hanya dapat melakukan pelayanan 

kefarmasian terbatas yaitu pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP dan pelayanan resep 

berupa peracikan obat, penyerahan obat serta pemberian informasi obat (Kemenkes RI, 

2016). 
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Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin melakukan penelitian terkait implementasi 

standar pelayanan kefarmasian bidang pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP dan 

pelayanan farmasi klinik di puskesmas kota Semarang, sehingga  dapat mengevaluasi 

penerapan dan menjadikannya sasaran perbaikan di masa depan. 

 

METODE PENELITIAN  

Rancangan pada penelitian ini adalah obsevasional dengan menggunakan kuesioner yang di 

analisis secara diskriptif kuantitaif.   

Alat dan Bahan 

Penelitian ini menggunakan instrumen berupa kuesioner. Kuesioner penelitian meliputi 

karakteristik apoteker, puskesmas serta pertanyaan mengenai standar pelayanan kefarmasian 

di puskesmas berdasarkan PMK No.74 Tahun 2016. Bahan penelitian berupa jawaban 

responden yang masuk dalam kriteria inklusi. Pada penelitian ini digunakan skala likert 

untuk mengukur hasil jawaban responden. Terdapat 5 pilihan jawaban untuk menjawab 

pertanyaan dalam kuesioner. Pilihan jawaban pada kuesioner yaitu selalu, sering, kadang-

kadang, jarang, dan tidak pernah (Riyanto & Hatmawan, 2020). 

Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus 2022. Pengambilan data dilakukan 

secara online dan offline dengan pendekatan cross sectional. Populasi pada penelitian ini 

yaitu apoteker penanggung jawab di 37 puskesmas yang berada di Kota Semarang. Jumlah 

sampel penelitian dihitung menggunakan aplikasi sample size calculator Raosoft.com 

dengan ketentuan 10% margin error, 95% confidence level (Raosoft.com, 2012). 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diperoleh jumlah sampel yang dapat mewakili 

populasi yaitu 27 puskesmas.  

Pengambilan sampel penelitian dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, 

dengan kriteria inklusi yaitu apoteker dengan SIPA dan STRA yang masih berlaku dan 

apoteker yang bersedia mengikuti survei. Sedangkan kriteria eksklusinya yaitu apoteker yang 

tidak lengkap dalam mengisi kuesioner. 

Analisis Data 

Data di analisis menggunakan persamaan distribusi frekuensi dan dipaparkan secara 

deskriptif. Penelitian ini telah mendapatkan ethical clearance dari Komisi Bioetik Fakultas 

Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung dengan nomor 246/VII/2022/Komisi Bioetik. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik dari puskesmas yang digunakan sebagai sampel penelitian ialah puskesmas 

yang berada di wilayah Kota Semarang dengan jumlah puskesmas rawat inap yaitu 6 dan 

puskesmas non rawat inap yaitu 21. Puskesmas tersebut tersebar di 16 kecamatan yang ada 

di Kota Semarang. 

Hasil yang diperoleh dari analisa data pada kuesioner digunakan untuk melihat 

persentase tingkat implementasi standar pelayanan kefarmasian di puskesmas yang terdiri 

atas pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP dan pelayanan farmasi klinis. Pelaksanaan 

kegiatan pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP telah diimplementasikan sesuai dengan 

PMK No. 74 Tahun 2016 dengan persentase 96,83% dengan penjelasan masing masing 

kegiatan seperti pada Tabel I.  

Pengelolaan Sediaan Farmasi dan BMHP 

Pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP merupakan aspek kegiatan dalam standar 

pelayanan kefarmasian yang dimulai dari perencanaan, permintaan, penerimaan, 

penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, administrasi, serta 

pemantauan dan evaluasi (Kemenkes RI, 2016). Hasil implementasi dari berbagai kegiatan 

diatas adalah sebagai berikut. 
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Tabel I. Implementasi Pengelolaan Sediaan Farmasi dan BMHP 

No Kegiatan. Persentase Kategori 

1 Perencanaan. 92,6 Baik 

2 Permintaan 99,25 Baik 

3 Penerimaan 100 Baik 

4 Penyimpanan 97,35 Baik 

5 Pendistribusian 97,41 Baik 

6 Pemusnahan dan Penarikan 89,63 Baik 

7 Pengendalian 96.8 Baik 

8 Administrasi 100 Baik 

9 Pemantauan dan Evaluasi 98,52 Baik 

 Rata-rata 96,83 Baik. 

 

Perencanaan 

Perencanaan ialah kegiatan yang dilakukan untuk memilih jenis dan jumlah obat yang 

dibutuhkan untuk menghindari persediaan obat yang kurang atau berlebih (Irnawati et al., 

2020). Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa proses perencanaan telah 

dilaksanakan sesuai standar dengan kategori baik (92,6%). Hasil penelitian ini searah dengan 

penelitian Dianita et al., (2017), yang mengemukakan bahwa kegiatan perencanaan telah 

dilaksanakan sesuai standar dengan kategori baik, dimana kebutuhan obat direncanakan 

secara teratur dengan memakai DOEN dan Formularium Nasional sebagai pedoman utama 

dalam merumuskan perencanaan. Selain itu pola konsumsi, data mutasi sediaan farmasi, pola 

penyakit serta rencana pengembangan merupakan bagian dari perencanaan yang harus 

diperhatikan. Kegiatan perencanaan dalam pelaksanaannya harus melibatkan tenaga 

kesehatan lain seperti dokter, bidan, dan perawat.  

 

Permintaan 

Permintaan ialah proses penyediaan obat yang dibutuhkan di Unit Pelayanan Kesehatan. 

Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan di Puskesmas dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan 

Provinsi dan Kabupaten/Kota (Amiruddin & Septarani A, 2019). Berdasarkan hasil riset 

dapat diketahui bahwa proses permintaan telah dilaksanakan sesuai standar dengan kategori 

baik (99,25%). Hasil riset ini searah dengan riset Roza & Pratiwi (2019) yang menunjukkan 

bahwa kegiatan permintaan telah dilaksanakan sesuai standar dengan kategori baik, dimana 

seluruh puskesmas rawat jalan di Kabupaten Rokan Hulu mengajukan permintaan sediaan 

farmasi dan BMHP ke Dinkes Kabupaten Rokan Hulu. Permintaan obat di luar Formularium 

Puskesmas dapat dilakukan dengan mengusulkan obat tersebut agar masuk ke Formularium 

Puskesmas tahun berikutnya (Cholilah et al., 2021). 

 

Penerimaan 

Penerimaan obat yaitu kegiatan menerima sediaan farmasi dan BMHP dari instalasi 

farmasi atau distributor obat yang dilakukan di ruang obat puskesmas (Dianita et al., 2017). 

Berdasarkan hasil riset dapat diketahui bahwa proses penerimaan telah dilaksanakan sesuai 

standar dengan kategori baik (100%). Hasil riset ini searah dengan riset Husnawati et al. 

(2016) yang mengemukakan bahwa kegiatan penerimaan telah dilaksanakan sesuai dengan 

standar yang mana saat penerimaan petugas yang menerima melakukan pengecekan 

kesesuaian sediaan farmasi dan BMHP yang diterima dengan dokumen LPLPO meliputi 

pengecekan jumlah, jenis, bentuk obat dan ED. Dokumen LPLPO digunakan karena 

mencakup data penggunaan obat pada satu bulan yang dibuat untuk menyesuaikan 

permintaan jumlah obat pada satu bulan berikutnya. Sehingga, pengecekan barang yang 

diterima dibandingkan dengan menggunakan LPLPO (Asnawi et al., 2019).  
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Penyimpanan 

Penyimpanan ialah tindakan melindungi dan memelihara bahan obat dengan 

menempatkannya di tempat yang dianggap aman, jauh dari pencurian dan gangguan fisik 

yang dapat menurunkan mutu produk obat (Pondaag et al., 2020). Berdasarkan hasil riset 

dapat diketahui bahwa kegiatan penyimpanan telah dilaksanakan sesuai standar dengan 

kategori baik (97,35%). Hasil riset ini searah dengan riset Mardiana et al., (2021)yang 

menunjukkan bahwa kegiatan penyimpanan di puskesmas telah dilaksanakan sesuai dengan 

standar, penyimpanan obat dilakukan berdasarkan alfabet dan menggunakan sistem FIFO 

dan FEFO. Sediaan yang memerlukan penyimpanan dengan suhu rendah seperti 

suppositoria, injeksi dan vaksin disimpan di lemari es, penyimpanan juga dilakukan dengan 

memperhatikan kelembaban udara di ruang farmasi agar produk obat tidak cepat rusak, 

dalam hal ini suhu ruangan harus tidak boleh melebihi 30°C. Pada proses penyimpanan obat 

tidak diperbolehkan menyimpannya pada tempat yang berpotensi terkena cahaya matahari 

secara langsung karena dapat berakibat pada rusaknya mutu obat (Karlida & Musfiroh, 

2020). Penyimpanan Narkotika dan Psikotropika di puskesmas yaitu dengan 

menempatkannya pada lemari dua pintu yang dipasang di dinding dan terkunci, tujuannya 

untuk menghindari salah pengambilan dan mudah membedakan dengan obat lain (Nasif et 

al., 2021). Sedangkan untuk sediaan farmasi yang mudah meledak atau terbakar biasanya 

langsung disalurkan ke sub unit-sub unit di puskesmas, untuk penyimpanannya dilakukan 

terpisah dengan pencantuman label mudah terbakar dan MSDS juga disertai Lembar Data 

Keselamatan Bahan yang diletakkan di lemari penyimpanan (Tuda et al., 2020). 

 

Pendistribusian 

Pendistribusian obat ialah kegiatan menyalurkan obat-obat yang bermutu, dari gudang 

obat untuk memenuhi kebutuhan unti-unit pelayanan dan jaringan kesehatan puskesmas 

(Husnawati et al. 2016). Berdasarkan hasil riset dapat diketahui bahwa proses 

pendistribusian telah dilaksanakan sesuai standar dengan kategori baik (97,41%). Hasil riset 

ini searah dengan riset Husnawati et al. (2016) yang mana kegiatan pendistribusian telah 

dilakukan sesuai dengan standar. Puskesmas Rambah Samo melakukan pendistribusian obat 

ke sub unit puskesmas seperti pada layanan rawat inap, ruang UGD, poli umum dan poli 

gigi. Selain itu, pendistribusian obat ke jaringan puskesmas seperti puskesmas pembantu, 

puskesmas keliling, dan polindes juga dilakukan. 

 

Pemusnahan dan Penarikan 

Pemusnahan obat ialah kegiatan penyingkiran obat-obatan tidak terpakai yang 

disebabkan obat telah rusak, kadaluarsa atau tidak bermutu. Kegiatan pemusnahan dilakukan 

dengan tujuan untuk menjaga masyarakat dari kerugian akibat pemakaian obat yang tidak 

bermutu dan tidak aman. Pemusnahan juga memiliki tujuan agar tidak ada lagi pengeluaran 

terhadap biaya penyimpanan, pemeliharaan, dan penjagaan dari obat yang sudah tidak layak 

pakai (Halawa & Rusmana, 2021). Berdasarkan hasil riset dapat diketahui bahwa proses 

penarikan dan pemusnahan telah dilaksanakan sesuai standar dengan kategori baik (89,63%).  

Hasil <90% ini dapat disebabkan karena ketersediaan yang belum memadai terkait sarana 

dan prasarana pemusnahan, serta dana yang diperlukan apabila puskesmas akan melakukan 

kerjasama mandiri dengan pihak ketiga. Hasil riset ini searah dengan riset Hamdani & 

Indrawati (2022), yang mana kegiatan pemusnahan dan penarikan telah dilaksanakan sesuai 

standar. Selain itu, sejalan pula dengan riset Pramestutie et al., (2021) dimana ketepatan 

pemusnahan obat dipengaruhi oleh lingkungan kerja, seperti ketersediaan sarana, prasarana, 

serta kesiapan finansial. Kegiatan pemusnahan pada sediaan tablet dilakukan dengan cara 

menyerahkannya ke instalasi farmasi kabupaten/kota karena puskesmas tidak memiliki alat 

untuk memusnahkan sediaan padat seperti tablet. Namun, untuk sediaan farmasi cair dapat 

dimusnahkan oleh pihak Puskesmas secara mandiri. Untuk periode pemusnahan di 

Puskesmas Karangmalang rutin dilaksanakan tiap 3 bulan. Pemusnahan obat secara mandiri 
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di puskesmas dapat dilaksanakan apabila puskesmas telah bekerjasama dengan pihak ketiga. 

Rumah sakit merupakan salah satu pihak ketiga yang dapat diajak bekerjasama dalam 

pengelolaan limbah obat. Pemusnahan obat melalui pihak ketiga dilakukan dengan 

incenerator (Nurfitria et al., 2022). 

 

Pengendalian 

Pengendalian adalah kegiatan mencegah terjadinya kekosongan stok obat dan 

penumpukan obat dengan cara mengontrol LPLPO bulan sebelumnya (Mardiana et al., 

2021). Berdasarkan hasil riset dapat diketahui bahwa proses pengendalian telah dilaksanakan 

sesuai standar dengan kategori baik (96,8%). Hasil riset ini searah dengan riset (Pangemanan 

et al., 2021) yang mana kegiatan pengendalian dalam riset tersebut telah dilaksanakan sesuai 

standar dengan kategori baik, dimana sediaan farmasi dan BMHP diatur persediaannya agar 

tidak terjadi kekosongan dengan cara melakukan pembelian persediaan menggunakan dana 

JKN. Sedangkan pengendalian penggunaan obat dilakukan dengan mengembalikannya ke 

dinas kesehatan kabupaten/kota apabila terdapat stok obat berlebih. Pengendalian terhadap 

sediaan farmasi yang kadaluarsa atau rusak dilakukan dengan cara memisahkan obat yang 

kadaluwarsa atau rusak kemudian melaporkan ke Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota 

Semarang untuk memperoleh jadwal pemusnahan (Hamdani & Indrawati, 2022). 

 

Administrasi 

Administrasi yakni terdiri atas kegiatan pencatatan dan pelaporan. Pencatatan adalah 

kegiatan memantau keluar masuknya obat di puskesmas. Sedangkan pelaporan adalah 

kegiatan mencatat dan mendata perlengkapan kesehatan, tenaga kefarmasian dan 

pelaksanaan kegiatan kefarmasian yang dibuat untuk diserahkan kepada orang yang 

berkepentingan (Kemenkes RI, 2019). Berdasarkan hasil riset dapat diketahui bahwa proses 

administrasi telah dilaksanakan sesuai standar dengan kategori baik (100%). Hasil riset ini 

searah dengan riset Manumpak et al. (2022) yang menunjukkan bahwa kegiatan administrasi 

telah dilaksanakan sesuai standar dengan kategori baik. Pencatatan pemakaian obat selalu 

dilaksanakan agar tidak terjadi kendala saat pelaporan tiap bulannya, pencatatan ini menjadi 

syarat untuk mengajukan permintaan obat bulan selanjutnya ke instalasi farmasi 

kabupaten/kota. Sedangkan pelaporan persediaan obat dilakukan setiap tiga bulan sampai 

dengan satu tahun. Laporan bulanan yang harus disampaikan kepada dinkes meliputi 

LPLPO, laporan imunisasi, laporan KIA, laporan data kesakitan, laporan pemberantasan 

penyakit menular, laporan gizi, serta laporan bulanan kegiatan puskesmas. Sedangkan untuk 

laporan tahunan meliputi laporan tahunan data peralatan, laporan tahunan data kepegawaian, 

dan laporan tahunan data dasar (Suryani & Solikhah, 2013). 

 

Pemantauan dan Evaluasi 

Pemantauan yakni kegiatan mengamati perkembangan perencanaan obat, 

mengidentifikasi dan mengantisipasi setiap masalah yang mungkin timbul, sehingga dapat 

diambil tindakan sesegera mungkin. Evaluasi adalah seperangkat prosedur untuk 

mengevaluasi tentang pencapaian yang telah didapat (Ulfa & Chalidyanto, 2021). 

Berdasarkan hasil riset dapat diketahui bahwa proses pemantauan dan evaluasi telah 

dilaksanakan sesuai standar dengan kategori baik (98,52%). Hasil riset ini searah dengan 

riset Najoan et al. (2019) dimana kegiatan evaluasi dan pemantauan ada dua, yang pertama 

yaitu evaluasi dan pemantauan secara internal. Secara internal evaluasi dan pemantauan 

dilakukan terhadap pengelolaan kemudian dinilai oleh kepala puskesmas. Sedangkan untuk 

evaluasi dan pemantauan yang kedua ialah secara eksternal. Evaluasi dan pemantauan secara 

eksternal dilakukan melalui kegiatan monev yang diselenggarakan oleh dinkes 

kabupaten/kota. 

 

Pelayanan Farmasi Klinis 

Pelayanan farmasi klinis merupakan bagian dari Pelayanan Kefarmasian yang langsung 

dan bertanggung jawab kepada pasien berkaitan dengan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai 
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dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. 

Hasil implementasi dari berbagai kegiatan pelayanan farmasi klinis adalah 76,5%, seperti 

pada Tabel II.  

Tabel II. Implementasi Pelayanan Farmasi Klinis 

No Kegiatan. Persentase Kategori 

1 Pengkajian dan Pelayanan Resep 98,15 Baik 

2 PIO 96 Baik 

3 Konseling 81,48 Baik 

4 Visite 35,56 Kurang 

5 MESO 68,52 Cukup 

6 PTO 67,41 Cukup 

7 Evaluasi Penggunaan Obat 85,93 Baik 

 Rata-rata 76,15 Baik. 

 

Pengkajian dan Pelayanan Resep 

Pengkajian resep adalah upaya untuk menganalisis adanya drug related problem. Jika 

terdapat permasalahan, apoteker dapat menyampaikan kepada dokter penulis resep dan 

berkonsultasi.  Drug related problem dapat mengganggu keberhasilan proses dari terapi yang 

dilakukan. Oleh karena itu, puskesmas memiliki standar untuk melakukan pengkajian resep 

(Nursetiani & Halimah, 2020). Berdasarkan hasil yang didapatkan, kegiatan pengkajian dan 

pelayanan resep telah terlaksana sesuai PMK No.74 Tahun 2016 dengan persentase sebesar 

98.15% dan termasuk dalam kategori baik. Kegiatan pengkajian resep meliputi kajian 

kesesuaian administratif, kajian kesesuaian farmasetis dan kajian kesesuaian klinis. 

Kemudian pada saat pelayanan resep dilakukan penyiapan obat sesuai dengan permintaan 

resep, meracik obat bila perlu, label/etiket diberikan pada kemasan, penyerahan sediaan 

dengan informasi dan dokumentasi.  Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya, pada 

Puskesmas dilakukan pengkajian resep dengan memperhatikan identitas pasien seperti nama, 

berat badan, umur dan alamat, serta memperhatikan dosis, cara dan waktu pemberian obat,   

apakah ada polifarmasi ataupun interaksi obat (Mardiana et al., 2021). 

 

Pelayanan Informasi Obat 

PIO adalah kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh apoteker kepada sesama apoteker, 

tenaga kesehatan lainnya dan pasien untuk dapat memberikan informasi secara terkini, jelas 

dan akurat (Dianita et al., 2017). Berdasarkan hasil yang didapatkan, kegiatan ini telah 

terlaksana sesuai PMK No 74 Tahun 2016 dengan persentase sebesar 96% dan termasuk 

dalam kategori baik. Pada kegiatan PIO dilakukan dengan memberikan dan menyebarkan 

informasi kepada pasien secara pasif dan pro aktif, menjawab pertanyaan melalui tatap 

muka, telepon, maupun surat, membuat buletin/leaflet/brosur/label/poster maupun majalah 

dinding, melakukan penyuluhan, pelatihan, serta penelitian. Pada penelitian sebelumnya 

dijelaskan bahwa PIO adalah kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh apoteker kepada 

sesama apoteker, tenaga kesehatan lainnya dan pasien untuk dapat memberikan informasi 

secara terkini, jelas dan akurat. Penelitian lain yang dilaksanakan di puskesmas Kabupaten 

Magelang, PIO masih dilakukan oleh tenaga teknis kefarmasian karena terbatasnya jumlah 

apoteker (Dianita et al., 2017). 

 

Konseling 

Konseling merupakan kegiatan komunikasi sebagai proses identifikasi serta pemecahan 

masalah terkait dengan sediaan farmasi dan pengobatan dengan proses komunikasi dua arah 

dengan pasien maupun keluarga pasien (Astuti et al, 2018). Berdasarkan hasil yang 

didapatkan untuk kegiatan ini telah terlaksana sesuai PMK No 74 Tahun 2016 dengan 

persentase sebesar 81.48% dan termasuk dalam kategori baik. Konseling dilakukan dengan 



 

1120  ISSN : 2541-2027; e-ISSN : 2548-2114   

Medical Sains : Jurnal Ilmiah Kefarmasian Vol. 8 No. 3, July – September 2023, Page. 1113-1124 

 

menanyakan hal-hal terkait yang disampaikan oleh dokter dengan metode open ended 

question, melakukan peragaan dan penjelasan cara penggunaan obat, memverifikasi akhir 

terhadap pemahaman pasien dan dokumentasi, dilakukan konseling pada kriteria tertentu, 

melakukan konseling di ruangan khusus dengan kartu pasien, dan melakukan homecare. 

Konseling yang dilakukan oleh apoteker dapat meningkatkan tingkat kepatuhan dan 

pengetahuan terkait obat atau terapi yang sedang digunakan dan dapat memaksimalkan efek 

terapi (Astuti et al, 2018). Pada hasil penelitian diketahui masih ada puskesmas yang belum 

rutin melaksanakan konseling. Hal ini disebabkan karena beberapa puskesmas belum 

memiliki ruangan untuk konseling karena faktor luas dari bangunan puskesmas, selain itu 

keterbatasan jumlah apoteker menyebabkan konseling jarang dilakukan. Konseling 

merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh apoteker sehingga kurangnya apoteker 

dapat menjadi penyebab beberapa puskesmas tidak melakukan konseling (Hanggara et al., 

2017). Oleh karena keterbatasan tersebut, sebagian besar puskesmas dalam penelitian ini 

memberikan menggunakan kriteria pasien yang akan mendapatkan konseling, yaitu 

diutamakan pasien penyakit kronis, polifarmasi, dan geriatri. Hal ini sejalan dengan sumber 

rujukan konseling pada Permenkes No 74 tahun 2016, bahwa kriteria pasien yang 

dikonseling adalah pasien kondisi khusus (pediatri, geriatri, gangguan fungsi hati/ginjal, 

serta ibu menyusui dan hamil), pasien penyakit kronis, pasien polifarmasi, serta pasien 

dengan kepatuhan rendah (Kemenkes RI, 2016). 

 

Visite 

Visite pasien adalah kegiatan pada puskesmas rawat inap berupa kunjungan ke pasien 

rawat inap yang dapat dilakukan secara mandiri atau bersama tim profesi kesehatan lainnya 

(Kemenkes RI, 2016). Berdasarkan hasil yang didapatkan untuk kegiatan ini telah terlaksana 

sesuai PMK Republik Indonesia No 74 Tahun 2016 dengan persentase sebesar 42.96% dan 

termasuk dalam kategori kurang. Hal ini disebabkan untuk aspek visite hanya dilakukan di 

puskesmas rawat inap. Visite masih kurang dilakukan karena di PMK menyatakan bahwa 

puskesmas rawat jalan tidak wajib melakukan visite. Selain itu, karena visite bersama tim 

harus melibatkan pihak lain dimana memiliki ketersediaan waktu yang berbeda-beda. Faktor 

lainnya yang dapat menyebabkan visite tidak dilakukan di puskesmas rawat inap yaitu 

tenaga kesehatan yang terbatas, dan rawat inap di puskesmas waktunya tergolong singkat 

(Rasdianah & Hiola, 2022). Sehingga, perlu disarankan untuk menyediakan waktu khusus 

dengan kesepakatan seluruh tenaga yang terlibat dan terjadwal secara rutin melakukan visite 

untuk pasien-pasien dengan kondisi khusus, seperti pasien dengan kepatuhan rendah 

sehingga beresiko MDR, dan lain-lain.  

 

Monitoring Efek Samping Obat 

MESO adalah kegiatan yang memiliki tujuan untuk menemukan efek samping obat 

terutama efek samping yang berat, frekuensi jarang dan tidak dikenal (Kemenkes RI, 2016). 

Berdasarkan hasil yang didapatkan untuk kegiatan ini telah terlaksana sesuai PMK Republik 

Indonesia No 74 Tahun 2016 dengan persentase sebesar 68.52% dan termasuk dalam 

kategori cukup. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu MESO dilakukan agar 

evaluasi aspek keamanan, mutu dan efikasi obat agar tetap terjamin (Rasdianah & Hiola, 

2022). Meskipun demikian, masih terdapat puskesmas yang tidak melakukan, karena tidak 

tersedianya fasilitas seperti formulir. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, 

keterbatasan dalam melakukan MESO karena tidak tersedianya formulir dan kerjasama 

dengan tim kesehatan lain kurang (Dianita et al., 2017). Selain itu MESO tidak dilakukan 

karena faktor tidak adanya pelaporan dari pasien yang mengalami efek samping obat 

(Rasdianah & Hiola, 2022). Namun hal ini dapat diupayakan dengan apoteker melakukan 

penggalian data dan informasi terkait kejadian efek samping berdasarkan keluhan yang 

dirasakan setelah minum obat, kemudian dilanjutkan dengan melakukan telusur kebiasaan 

pasien. Sehingga dapat memberikan gambaran ada atau tidaknya kejadian efek samping. 
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Pemantauan Terapi Obat 

PTO merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memastikan seorang 

pasien mendapatkan terapi obat yang terjangkau, efektif, meminimalkan efek samping dan 

memaksimalkan efikasi (Kemenkes RI, 2016). Berdasarkan hasil yang didapatkan untuk 

kegiatan ini telah terlaksana sesuai PMK Republik Indonesia No 74 Tahun 2016 dengan 

persentase sebesar 67.41% dan termasuk dalam kategori cukup. Hal ini sesuai dengan 

penelitian oleh Dianita et al. (2017), bahwa PTO dilakukan untuk kriteria-kriteria tertentu 

yaitu pediatri, geriatri, polifarmasi, ibu hamil dan menyusui, pasien dengan obat indeks 

terapi sempit, pasien dengan gangguan fungsi ginjal dan hati. PTO dilakukan agar pasien 

mendapatkan terapi yang terjangkau, efektif, meminimalkan efek samping dan 

memaksimalkan efikasi. 

 

Evaluasi Penggunaan Obat 

Evaluasi penggunaan obat ialah kegiatan penilaian penggunaan obat secara berkala dan 

berkesinambungan guna menjamin penggunaan obat secara efektif, rasional, sesuai indikasi 

dan aman (Kemenkes RI, 2016). Berdasarkan hasil yang didapatkan untuk kegiatan ini telah 

terlaksana sesuai PMK No 74 Tahun 2016 dengan persentase sebesar 85.93% dan termasuk 

dalam kategori baik. Evaluasi penggunaan obat dilakukan secara terstruktur obat yang 

digunakan terjamin bahwa telah sesuai indikasi, efektif, aman dan terjangkau. Evaluasi 

penggunaan obat harus dilakukan secara teratur dan karena untuk memastikan pola 

penggunaan obat dan evaluasi penggunaannya untuk kasus tertentu. Contoh pada penelitian 

sebelumnya yaitu evaluasi penggunaan obat ini dilakukan secara terbatas yaitu pada pasien 

TBC, diabetes dan hipertensi (Rasdianah & Hiola, 2022). Berdasarkan hasil penelitian yang 

kurang dari 90%, maka perlu ditingkatkan lagi dengan melihat hasil outcome terapi pada 

pasien penyakit kronis, yaitu keteraturan pasien kontrol dan kualitas hidup pasien dengan 

melakukan penelitian lanjutan untuk melihat apakah program evaluasi penggunaan obat 

tercapai. Selain itu, evaluasi penggunaan obat secara rutin perlu melibatkan ketercapaian 

indikator POR (Penggunaan Obat Rasional) antibiotika dan keterserapan penggunaan vaksin 

pada tiap puskesmas yang dikaitkan dengan kejadian penyakit menular di wilayah kerjanya. 

Hal ini disebabkan karena penggunaan obat di fasilitas pelayanan kesehatan akan 

dipengaruhi dengan jenis penyakit pada lingkungan sekitarnya. 

 

KESIMPULAN 

Implementasi standar pelayanan kefarmasian di puskesmas kota Semarang telah 

dilaksanakan sesuai dengan PMK No. 74 Tahun 2016 dengan persentase 86,49%. Rincian 

implementasinya yaitu, pada kegiatan pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP sebesar 

96,83% dan kegiatan pelayanan farmasi klinis sebesar 76,15%. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa standar pelayanan kefarmasian di puskesmas kota semarang telah dilaksanakan 

dengan baik. 
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